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KATA PENGANTAR 

Buku ini saya susun sebagai langkah awal dalam mengeksplorasi substansi 
dan ruang Iingkup dari suatu bidang hukum yang bernama HUKUM PI DANA 
INTERNASIONAL. Tentu saja hasil eksplorasi ini merupakan hasil versi saya sendiri 
yang kebenarannya masih sangat terbuka untuk didiskusikan secara lebih mendalam. 
Dewasa ini, sepanjang informasi yang saya terima dan ketahui, di Indonesia belum 
ada -ataupun kalau sudah ada ternyata amat sedikit- karya-karya tulis dari sarjana 
hukum Indonesia mengenai hukum pidana internasional. 

Sebagai orang yang daIam tugas sehari-hari Iebih banyak menggumuli bidang 
hukum internasional, substansi buku ini memang lebih menampakkan dimensi
dimensi internasional dari hukum pidana internasional itu ketimbang dimensi
dimensi nasionalnya. Oleh karena itu saya menyadari, bahwa pembaca yang tidak 
banyak menggumuli ataupun tidak berlatar belakang hukum internasional, 
kemungkinan akan menghadapi sedikit kesulitan dalam memahami isi buku ini. 
Namun demikian, kiranya buku ini dapat membukakan cakrawala-cakrawala baru 
baik mengenai bidang hukum internasional tentang masalah kejahatan maupun 
bidang hukum pi dana nasional yang mengadung dimensi-dimensi internasional 
yang keduanya terpadu menjadi hukum pidana internasional. 

Perlu saya jelaskan, bahwa sebenarnya naskah buku ini belum seratus persen 
selesai. Masih banyak kekurangannya, baik kekurangan substansi ataupun 
sistematikanya. Namun demi memenuhi kebutuhan yang mendesak, terutama bagi 
para mahasiswa maupun publik, buku ini terpaksa diterbitkan juga. Harapan saya, 
pada edisi yang akan datang penyempurnaan itu sudah bisa dilakukan. 

Dalam buku ini, catatan kaki (footnotes) masih belum dicantumkan secara 
lengkap. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya merasa perlu menekankan, 
bahwa jika ada pendapat dari seorang atau lebih sarjana, terutama yang karya
karyanya sayajadikan sebagai referensi seperti tercantum dalam DAFTAR BACMN/ 
DAFTAR PUSTAKA yang ternyata sama atau senada dengan yang ada dalam 
buku ini tanpa saya sebutkan sumbernya, saya mohon untuk diartikan sebagai 
adanya kesamaan pandangan antara saya dengan sarjana tersebut atau 
persetujuan saya atas pendapatnya itu ataupun adanya pengaruh dari sarjana itu 
terhadap pemikiran saya. Saya tidak bermaksud atau berniat untuk melakukan 
penjiplakan atas karya orang lain, suatu hal yang jelas terlarang dalam dunia 
i1miah. Namun jika ada pihak yang tidak sependapat dan menuduh saya sebagai 
penjiplak (plagiator), dalam kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar
besarnya. 

Segala kekurangan dan kelemahan bahkan kesalahan yang terdapat di dalam 
buku ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sendiri. Oleh karena itu, setiap 
kritik, koreksi, dan saran dari para pembaca sangat saya harapkan demi 
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penyempurnaan buku ini untuk edisi yang akan datang. Sebelum dan sesudahnya 
saya mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya itu. 

Bandung, 25 November 2006 

Penyusun, 

I Wayan Pa..-thiana 
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PENDAHULUAN 

Hukum pidana internasional sebagaimana halnya dengan hukum pidana pada 
umumnya, juga terdiri dari kaidah-kaidah hukum pidana internasional dalam arti 
meteriil dan dalam arti formal. Hukum pidana internasional dalam arti materiil 
adalah berupa kaidah-kaidah hukum pidana internasional yang mengatur tentang 
kejahatan-kejahatan internasional yang pengaturannya dalam bentuk instrumen
instrumen hukum internasional, seperti perjanjian atau konvensi internasional yang 
substansinya mengenai suatu jenis kejahatan tertentu. Pengaturan kejahatan
kejahatan internasional dalam konvensi-konvensi internasional dilakukan melalui 
proses yang sangat kasuistis, yakni, jika ada suatu kejahatan yang baru muncul 
pada skala internasional barulah kemudian diatur dalam suatu perjanjian atau 
konvensi internasional. Demikian juga jika ada kejahatan-kejahatan yang sudah 
diatur di dalam hukum pidana nasional negara-negara yang berkembang menjadi 
kejahatan internasional kemudian barulah diatur dalam bentuk konvensi 
internasional. 

Sebagai akibatnya, konvensi-konvensi itu masing-masing tampak berdiri sendiri 
dan tidak ada hubungan antara satu dengan lainnya. Hal ini dapat dimengerti 
karena memang kelahiran konvensi-konvensi itu sebagai reaksi masyarakat 
internasional atas munculnya jenis kejahatan baru yang tentu saja juga bersifat 
kasuistis. Hal ini tentu berbeda dengan hukum pi dana nasional dalam arti materiil, 
terutama hukum pidana nasional dari negara-negara dengan sistem hukum Eropah 
Kontinental yang menganut sistem hukum kodifikasi. Tegasnya, semua bidang 
hukum, termasuk hukum pidana (materiil-substansial maupun formal-prosedural) 
dikodifikasikan dalam bentuk kitab undang-undang, jadi sudah tersusun secara 
teratur dan sistematis. Misalnya hukum pidana nasional (materiil-substansial dan 
formal-prosed ural) Negeri Belanda yang sudah lama dikodifikasikan yang 
berdasarkan asas konkordansi kemudian diberlakukan di I-lindia Belanda (sekarang: 
Indonesia) sebagai wilayah jajahannya. Setelah Indonesia merdeka, kedua hukum 
pidana peninggalan jaman Belanda itu diberlakukan terus -dengan beberapa 
perubahan dan penambahan- dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Tentu saja tidak mudah diharapkan untuk terwujudnya pengkodifikasian 
hukum pidana internasional itu baik yang materiil-substansial maupun yang 
formal-prosedural sebagaimana halnya dengan hukum pidana nasional. Hal ini 
antaralain disebabkan karena masyarakat internasional yang sifat, hakekat, dan 
strukturnya berbeda dengan masyarakat nasional. Masyarakat nasional meruakan 
masyarakat yang sub-ordinatif sedangkan masyarakat internasional merupakan 

Pendahuluan 
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masyarakat yang ko-ordinatif. Sebagai masyarakat sub-ordinatif, pengambilan 
kebijaksanaan dari penguasa untuk diberlakukan kepada rakyatnya sebagai 
masyarakat nasional relatif lebih mudah diambil meskipun kadang-kadang ada 
tentangan dari sebagian rakyatnya. Sedangkan masyarakat inte rnasional sebagai 
masyarakat ko-ordinatif, terutama negara-negara dalam kedudukannya yang sama 
derajat tanpa ada badan supra-nasional yang dapat memaksanya, pengambilan 
kebijaksanaan ataupun keputusannya lebih banyak didasarkan atas kesepakatan
kesepakatan antara mereka. Jika ada yang tidak sepakat meskipun mayoritas 
menyepakatinya, pihak inipun berhak untuk tidak terikat pad a kesepakatan itu . 
Semuanya itu dldasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang lebih bersifat 
politis. 

Oi samping itu, hukum pidana internasional, terutama hukum pidana 
inte rnasional materiil-substansial tidak bisa langsung diimplementasikan terhadap 
pelaku kejahatan internasional pada tataran internasional, m e lainkan 
pengimplementasiannya justru lebih banyak pada tataran nasional negara-negara, 
kecuali terhadap pelaku kejahatan dalam kategori tertentu seperti kejahatan perang, 
kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi melalui 
badan-badan peradilan pidana internasional ad hoc ataupun permanen. Itupun 
yurisdiksi dari mahkamah-mahkamah tersebut bersifat komplementer, yakni, hanya 
sebagai pelengkap atau benteng terakhir, tegasnya, jika hukum dan bad an 
pengadilan nasional suatu negara tempat terjadinya kejahatan internasional itu 
tidak mau dan atau tidak mampu untuk mengadili sendiri si pelakunya. Berdasarkan 
alasan-alasan tersebut maka kemungkinan pengkodifikasian hukum pidana 
internasional dalam masyarakat internasional yang ko-ordinatif, untuk masa kini 
maupun yang akan datang, masih merupakan angan-angan yang mengawang
awang di angkasa. 

Langkah yang lebih realistis dan praktis untuk ditempuh pada tataran 
internasional adalah bukan pengkodifikasian melainkan penglcompilasian Iconuensi
Iconuensi tentang hulcum pidana internasional itu. Oengan pengkompilasian ini 
yang dilakukan dengan teratur dan sistematis, maka dengan mudah dapat diketahui 
dan diketemukan jenis-jenis kejahatan yang terdapat di dalam setiap konvensi itu. 
Akan tetapi pengkompilasian ini tidaklah untuk diterapkan secara langsung terhadap 
individu pelaku kejahatannya, oleh karena memang seperti telah dikemukakan di 
atas, konvensi-konvensi tentang hukum pidana internasional itu tidak bisa diterapkan 
secara langsung pada tataran internasional terhadap individu si pelaku kejahatan. 
Pengkompilasian ini hanyalah memiliki nilai akademis te oritis saja , jadi 
kegunaannya hanyalah bagi para akademisi dan teoritisi dalam pengkajian
pengkajian ilmiah atas kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam ruang lingkup 
hukum pidana internasional. 

Untuk memahami hukum pidana internasional, pertama-tama seseorang harus 
memiliki penguasaan yang memadai tentang hukum internasional pada umumnya 
dan hukum pedanjian internasional pada khususnya. Sebagai bagian atau cabang 
dari hukum internasional, bagaimanapun hukum pidana internasional harus didekati 
dari sudut hukum internasional. Oleh karena hukum pidana inte rnasional sebagian 
besar terdiri dari instrumen-instrumen hukum internasional yang berupa perjanjian
perjanjian internasional tentulahjuga ha rus didekati dari sudut hukum pe rj anj ian 
internasional. Oengan pemahaman yang memadai atas hukum inte rnasional dan 
hukum perjanjian internasional maka akan lebih mudah memahami tentang bentuk 
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dan substansi dari perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi tentang hukum 
pidana internasional. 

Akan tetapi karena substansi dari instrumen-insrumen hukum pidana 
internasional itu akan menjadi bagian dari hukum pidana nasion,?l, baik melalui 
prosedur peratifikasian dan pemberlakuanya ke dalam hukum nasional ataupun 
melalui pengadopsian substansinya menjadi bagian dari hukum atau peraturan 
perundang-undangan pidana nasional, untuk itu maka hukum pidana internasional 
juga perlu didekati dari sudut hulcum pidana nasional. Tambahan lagi, hukum 
pidana nasional negara-negara di dunia inipunjuga mengandung dimensi-dimensi 
internasional baik kaidah-kaidah maupun asas-asas hukl!lmnya. Demikian pula 
dalam pengimplementasiannya dalam beberapa kasus kejahatan atau Undak 
pidana, dimensi internasionalnya sangat jelas tampak. Oleh karena itulah, 
pemahaman yang baik mengenai hukum pidana nasional juga merupakan suatu 
conditio sine qua non yang harus dipenuhi untuk mendalami dan memahami 
hukum pidana internasional. 

Dengan pendekatan dari dua bidang hukum ini, maka akan dapat dipahami 
bahwa hukum pidana internasional merupakan satu bidang atau cabang hukum 
yang merupakan perpaduan antara dua disiplin ilmu hukum, yakni, disiplin hukum 
internasional dan hukum pidana nasional. Sudah barang tentu juga dalam hal 
pengimplentasiannya, akan dapat dipahami mengapa suatu kejahatan atau tindak 
pidana (internasional) harus diselesaikan pada tataran internasional melalui 
kerjasama internasional ataupun melalui badan peradilan pi dana internasional 
dan mengapa ada pula yang harus diselesaikan melalui badan peradilan pidana 
nasional. 

Aspek-aspek internasional dari suatu kejahatan itu bisa atas orang atau si 
pelakunya, alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan untuk melakukannya, 
hasil-hasil dari kejahatannya, akibat-akibatnya, bisa juga atas korban-korbannya, 
ataupun merupakan perpaduan antara satu atau lebih dari semuanya itu. Inilah 
yang untuk mudahnya disebut dengan istilah-istilah: Icejahatan internasionai, 
IcEjahatan transnasionai, IcEjahatan berdasarlcan hulcum internasional. Memang 
istilah-istilah ini tidak ada yang tepat seratus prosen menggambarkan secara utuh 
tentang substansinya, sebab masing-masing ada kelemahannya. Dalam buku ini 
digunakan istilah "lcejahalan internasional" untuk menyelaraskan dengan istilah 
"hulcum pidana internasional". Meskipun demikian, disana-sini kadang-kadang 
juga digunakan istilah kejahatan transnasional ataupun kejahatan berdasarkan 
hukum internasional, yang semuanya itu dimaksudkan mengandung makna yang 
sama. 

Substansi dari hukum pidana internasional ini meliputi hukum pidana 
internasional dalam arti materiil-substansial dan formal-prosed ural. Keduanya harus 
dipelajari sebagai satu kesatuan sebab antara keduanya itu memang tidak bisa 
dipisahkan. Dalam kenyataannya, keduanya dapat dijumpai di dalam satu konvensi 
ataLl tentang hukum pidana internasional, terutama konvensi-konvensi 
yanq pada masa tahun delapan puluhan hingga kini, dan bahkan juga 

nli;'iHnasa yang akan datang. Demikian pula dalam pengimplementasian
dalam menyelesaikan suatu kasus kejahatan internasional 

internasional dalam arti materiil··subsLansial) sekaligus bekerjasama 
.lcara atau prosedur yang sLldah disepakati bersama (hukum pidana 

dalam arti formal-prosedural). 
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Meskipun demikian, penelaahannya secara teoritis maupun praktis memang 
harus dipisahkan demi memudahkan dalam memahaminya. ,Itulah sebabnya buku 
ini dibagi dalam bagian-bagian, yang meliputi: 

Bagian Pertama yang merupakan pembahasan dari b?gian umum dari 
hukum pidana internasional maupun hukum pidana internasional dalam arti 
materiil-substansial meskipun tidak dibahas secara satu persatu tentang kejahatan 
internasional. Bagian ini terdiri dari beberapa bab, yakni : 

Bab I merupakan bab tentang pembahasan secara umum yang meliputi 
pengertian, ruang lingkup dan substansi dari hukum pidana internasional serta 
istilah-istilah yang berhubungan dengan hukum pidana internasional yang cukup 
familiar di kalangan para ahli hukum pada umumnya. Untuk lebih memperjelasnya, 
dikemukakan pula berbagai variasi dari kejahatan (internasional) dengan dimensi
dimensi internasional maupun nasionalnya. Langkah selanjutnya adalah 
menentukan beberapa kriterianya sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah 
suatu kejahatan itu merupakan kejahatan internasional ataukah tidak. Sudah tentu 
kriteria terse but mengandung kelemahan-kelemahan yang terbuka untuk ditanggapi 
oleh siapapun yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang sangat ber
manfaat bagi pengembangan hukum pidana internasional itu sendiri. Sebagai 
bag ian akhir dari Bab I ini, atas dasar pembahasan tersebut maka dapatlah dijabar
kan tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum pidana internasional itu. 

Bab II berkenaan dengan sumber-sumber dalam arti formal dari hukum pidana 
internasional, tegasnya, wujud atau bentuk dari hukum pidana internasional sebagai 
hukum positif. Oleh karena seperti ditegaskan di atas, bahwa hukum pidana 
internasional merupakan perpaduan antara dua bidang hukum, maka sumber hukum 
formalnyapun terdiri dari sumber hukum formal dari hukum internasional pada 
umumnya dan sumber hukum formal dari hukum (pi dana) nasional n"egara-negara. 
Pad a hakekatnya sumber-sumber hukum dalam arti formalnya sama saja dengan 
sumber hukum dalam arti formal dari hukum internasional maupun hukum pidana 
nasional pada umumnya. Hanya saja sumber hukum dalam arti formalnya itu 
lebih terfokus pad a kaidah-kaidah hukum internasional dan kaidah-kaidah hukum 
nasional mengenai masalah kejahatan atau pidana yang keduanya berada dalam 
keterpaduan. 

Selanjutnya dalam Bab 1Jl dibahas tentang asas-asas dari hukum pidana 
internasional, yang pada hakekatnya tidakjauh berbeda dari sumber-sumber hukum 
dalam arti formalnya sebab asas-asas tersebut merupakan dasar atau landasan 
dari kaidah-kaidah hukum pidana internasional. Dari asas-asas itulah dirumuskan 
atau diturunkan kaidah-kaidah hukum pidana internasional positif atau sebaliknya 
kaidah-kaidah hukum pidana internasional positif itu dapat dikaji substansinya 
dengan mengaitkan pada asas-asasnya. Dengan demikian, sama seperti hukum 
pidana internasional positif yang merupakan perpaduan antara kedua bidang hukum 
itu, demikian pula asas-asas hukumnyapun merupakan perpaduan antara asas
asas dari keduanya. 

Kemudian dalam Bab IV pembahasan dikhususkan pada subyek-subyek dari 
hukum pidana internasional. Tegasnya, siapa-siapa sajakah yang dapat menjadi 
pelaku dari peristiwa-peristiwa yang merupakan kejahatan. Secara umum, si 
pelakunya itu adalah individu atau kelompok individu. Bahwa individu sebagai 
subyek hukum pada umumnya, sebagai subyek hukum pidana internasional pada 
khususnya memang tidak perlu dipersoalkan lagi. Persoalannya adalah, masih 
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adakah subyek hukum pidana internasional yang lain s,elain daripada individu 
atau kelompok individu? Apakah negara, badan-badan hukum publik maupun 
privat juga dapat melakukan kejahatan internasional? 

Hubungan antara hukum internasional tentang masalah kejahatan atau 
pidana dengan hukum pidana nasional negara-negara dibahas dalam Bab V. 
Pembahasan lebih ditekankan pada hubungan saling mempengaruhi antara 
keduanya. Hubungan itu berupa yang satu masuk ke dalam yang lain dan 
berkembang menjadi bagiannya masing-masing. Hal ini menunjukkan dan 
memperkuat lagi bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas dati hukum internasional 
tentang masalah pidana dan kaidah-kaidah dan asas-asas dari hukum pidana 
nasional negara-negara merupakan suatu keterpaduan yang membentuk atau 
melahirkan bidang hukum yang bernama hukum pidana internasional. 

Seperti telah dikemukakan pada awal dari Pendahuluan ini, bahwa hukum 
pidana internasional seperti halnya hukum pidana pada umumnya, terdiri dari 
hukum pidana internasional meteriil-substansial dan hukum pidana internasional 
formal-prosed ural. Tentang apa yang dimaksud dengan masing-masing itu serta 
bagaimana hubungannya serta bagaimana bentuk hukumnya, dibahas dalam Bab 
VI. Harus diakui, bahwa pembedaan itu dalam beberapa hal memang kurang 
tepat, namun demi memudahkan dalam pembahasan dan pemahamannya 
pembedaan itu mau tidak mau harus dilakukan. 

Dalam Bab VII dibahas tentang yurisdiksi kriminal negara-negara berdasarkan 
hukum internasional dan asas-asas berlakunya hukum pidana nasional negara
negara yang pada dasarnya kedua itu saling berhubungan antara satu dengan 
lainnya sehingga akan tampak bahwa keduanya itu pad a dasarnya tidaklah berbeda 
secara prinsip melainkan hanya berbeda dari sudut pandang saja. Yang satu 
dipandang dari sudut hukum internasional dan yang satu Iagi dari sudut hukum 
pi dana nasionaI negara-negara. Namun pad a akhirnya tampak bahwa keduanya 
adalah suatu yang serupa meskipun tidak sama. Serupa tapi tak sama. 

Hukum pidana internasionaI sebagai bidang hukum yang bersumber dari dua 
bidang hukum seperti teIah dikemukakan di atas (Bab II), seolah-olah seperti seorang 
manusia di tengah-tengah samudera yang kakinya berpijak pada dua perahu, 
tentulah mengandung kelemahan-kelemahannya. Namun pada lain pihak, hukum 
pi dana internasional sebagaimana bidang hukum lain pada umumnya, semakin 
lama semakin berkembang. Apa saja kelemahannya dan faktor-faktor apa yang 
mendorong perkembangannya dibahas dalam Bab VIII. Pada dasarnya faktor
faktor pendorong perkembangannya itu tidakjauh berbeda dengan perkembangan 
bidang-bidang hukum lain pada umumnya. Namun demikian, tentulah ada faktor 
ycmg sifatnya sangat khusus. 

Bagian Pertama ini diakhiri dengan Bab IX yang di dalamnya dibahas tentang 
hubungan antara hukum pidana internasional dengan bidang-bidang hukum 
Jnternasional lain yang dekat dengannya, seperti hukum hak asasi manusia, 
hukum humaniter, dan hukum pengungsi. Dari pembahasan ini dapat diketahui 
perbedaan antara satu dengan lainnya, demikian juga hubungannya. Dengan 
demikian diharapkan pula ada kejelasan tentang masing-masing bidang hukum 
tersebut. 

Bagian kedua, merupakan pembahasan tentang hukum pidana internasional 
dalamarti formal-prosed ural. 

A 



22 Hulcum Pidan? Intemasional 

Pokok-pokok bahasan dalam bagian ini diawali dari kerjasama internasional 
, dalam rangka mencari, menemukan, menangkap, menanan, serta menyerahkan 
seorang pelaku kejahatan internasional oleh negara tempat orang itu berada atau 
ditahan kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili ,atas kejahatannya, 
proses peradilannya sendiri, serta pelbagai masalah yang timbul sesudahnya, 
yakni dalam Bab X. Dalam hukum internasional, dikenal beberapa cara untuk 
mencari dan menemukan, menangkap seseorang pelaku kejahatan yang berada 
di suatu negara oleh suatu negara lain yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya, 
dari cara-cara yang legal hingga illegal. Semua cara ini dibahas di dalam Bab ini, 
sehingga akan tampakjelas substansinya serta perbedaan antara yang satu dengan 
yang lainnya. 

Jika dalam Bab X dibahas tentang pencarian, penangkapan, penahanan sert,a 
penyerahan orangnya, dalam Bab XI dibahas tentang alat-alat bukti yang 
dibutuhkan dalam proses peradilan atas orangnya yang ternyata alat-alat bukti 
tersebut baik seluruhnya ataupun sebagian berada di negara lain atau bukan di 
wilayah negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili si pelaku kejahatan. Dalam 
hal inilah dibutuhkan suatu kerjasama, yakni kerjasama internasional dalam 
mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menyerahkan serta pengembalian alat
alat bukti tersebut oleh negara tempat alat bukti itu berada atau ditemukan kepada 
negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili si pelakunya untuk dijadikan 
sebagai alat bukti baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun 
peradilannya sendiri dengan segala masalah yang ditimbulkannya. Ternyata 
masalahnya tidaklah sederhana sebab pelbagai aspek terkait di dalamnya yang 
semua itu harus dipertimbangkan oleh para pihak. 

Bab XII yang merupakan bab terakhir dari Bagian Kedua, berkenaan dengan 
kerjasama antara dua negara tentang pemindahan pelaksanaan hukuman bagi 
narapidana asing. Seperti diketahui, banyak warganegara asing yang dihukum 
atau dipidana di suatu negara yang bukan tempatnya berkewarganegaraan. Sebagai 
orang asing tentulah dia akan mengalami masalah-masalah khusus yang tidak 
dihadapi oleh narapidana lokal. Berdasarkan pertimbangan perikemanusiaan, 
dimungkinkan baginya untuk menjalani pelaksanaan pidananya itu di negaranya 
sendiri. Hal ini diatur dalam bentuk perjanjian-perjanjian bilateral tentang 
pemindahan pelaksanaan hukuman bagi narapidana asing. Di dalam perjanjian 
itu diatur tentang pelbagai hal terkait dengan pemindahan pelaksanaan hukuman 
itu. Dengan adanya perjanjian semacam ini diharapkan narapidana itu akan lebih 
nyaman menjalani hukumannya di negaranya sendiri ketimbang di negara lain 
yang segalanya serba asing baginya. 

Bagian ketiga, berkenaim dengan badan-badan peradilan pidana 
internasional yang pernah ada dan yang masih ada hingga sekarang dengan 
peranannya masing-masing dalam mengadili orang-orang atau individu-individu 
yang didakwa sebagai pelaku kejahatan internasional dalam kategori tertentu. 
Badan-badan peradilan pidana internasional itu masing-masing dibahas dalam 
bab-bab yakni: 

Bab XIII tentang Mahkamah Militer InternasionaI di Nurenberg 1945 dan 
Tokyo 1946. Kedua Mahkamah ini dibentuk seteIah Perang Dunia II oleh negara
negara pemenang perang seperti Inggris, Perancis, Uni Sovyet, dan Amerika Serikat. 
Tujuan dari pembentukannya adaIah untuk mengadili para peIaku kejahatan daIam 
Perang Dunia II yaitu para pemimpin perang dari negara-negara yang kaIah daIam 
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Perang Dunia II yakni Jerman, Italia (Mahkamah Nuren~erg 1945) dan Jepang 
(Mahkamah Tokyo 1946). Sumbangan penting dari Mahkamah ini bagi 
perkembangan hukum internasional modern adalah pengukuhan individu sebagai 
subyek hukum internasional dengan memintakan pertanggungjawaban kriminal 
secara lang sung dari individu di hadapan Mahkamah sebagai badan peradilan 
pidana internasional. Di samping itu, Mahkamah inijuga telah mencegah terjadinya 
impunitas bagi para pelakunya, baik dengan alasan melaksanakan sebagai pejabat 
tinggi negara yang melaksanakan tugas negara, perintah atasan ataupun karena 
tidak ada pengaturan atas perbuatannya itu di dalam hukum nasionalnya. Dia 
harus tetap dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang digolongkan 
sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional (crimes under international 
law) meskipun hukum nasionalnya tidak mengatur perbuatan itu sebagai kejahatan 
atau tindak pidana. 

Bab XIV tentang Mahkamah Kejahatan Perang dalam Kasus Bekas Yugoslavia 
1993 dan Rwanda 1994. Pembentukan kedua Mahkamah ini tampaknya diinspirasi 
oleh Mahkamah Nurenberg 1945 dan Tokyo 1946. Juga karena hukum dan peradilan 
nasional kedua negara (Yugoslavia dan Rwanda) sama sekali tidak berfungsi. 
Demi menghindari adanya impunitas bagi para pelakunya, maka dibentuklah kedua 
Mahkamah ini untuk mengadili pelaku kejahatan perang, kejahatan genocida, dan 
kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di masing-masing negara itu. 

Bab XV tentang Mahkamah Pidana Internasional 1998. Berbeda dengan 
keempat badan peradilan pidada internasional sebelumnya yang semuanya 
merupakan badan peradilan ad hoc, Mahkamah ini bersifat permanen, artinya, 
dibentuk atau didirikan untuk suatu jangka waktu yang tak terbatas dan bersifat 
tetap untuk selamanya. Belajar dari pembentukan badan peradilan pidana ad hoc 
yang dibentuk setiap kali terjadi peristiwa kejahatan perang, genosida, kejahatan 
terhadap kemanusiaan ataupun kejahatan agresi di pelbagai kawasan dunia ini, 
serta kemungkinan semakin banyaknya terjadi kejahatan serupa pada masa yang 
akan datang dengan akibat-akibat diluar batas-batas perikemanusiaan, maka 
dibentuklah badan peradilan pidana internasional yang bersifat permanen. Melalui 
beberapa kali konperensi diplomatik dan yang terakhir diselenggarakan di Roma 
Italia, akhirnya berhasil disepakati Statuta Roma pada tanggal 17 Juli tahun 1998 
sebagai dasar dari pembentukan badan peradilan pidana internasional yang bersifat 
permanen dengan nama Mahkamah Pidana Internasional (international Criminal 
Court). Dengan adanya badan peradilan pidana internasional yang permanen ini 
maka tentu saja tidak perlu lagi dibentuk badan peradilan pidana internasional ad 
hoc untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi Mahkamah 
yang akan atau diperkirakan akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. 

Bab XVI sebenarnya merupakan bag ian dari Bab XV atau bag ian dari Statuta 
Roma 1998 sebab substansinya hanyalah merupakan bag ian saja dari substansi 
Statuta tersebut. Namun karena menyangkut suatu kerjasama internasional antara 
Mahkamah dengan negara-negara peserta Statuta, antara sesama negara-negara 
peserta Statuta, antara Mahkamah dengan negara-negara bukan peserta Statuta, 
dengan ruang Iingkup substansinya yang demikian luasnya, maka pembahasannya 
dllakukan tersendiri dalam Bab XVI. Pertama, kerjasama ini berkenaan dengan 
p.encarian, penangkapan, penahanan, dan penyerahan si pelaku kejahatan dari 
negara tempat ditemukannya orang itu kepada Mahkamah. Kedua, berkenaan 
.cJengan alat-alat bukti yang terkait dengan perkaranya yang berada di negara-
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negara peserta ataupun bukan peserta Statuta. Ketiga, berkenaan dengan 
pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah .<!Ii suatu negara yang 
bersedia menerimanya sebagai negara tempat melaksanakan hukuman hingga 
berakhirnya dan selanjutnya tentang statusnya setelah selesaI melaksanakan 
hukuman tersebut. Ditinjau dari segi substansinya, Bab XVI ini sebenarnya lebih 
tepat dimasukkan ke dalam Bagian kedua sebab substansinya adalah masalah
masalah prosedur bekerjasama antara Mahkamah dengan negara-negara peserta 
Statuta, antara Mahkamah dengan negara-negara bukan peserta Statuta, antara 
sesama negara-negara peserta Statuta ataupun dengan negara-negara bukan 
peserta Statuta. Namun karena substansinya adalah ~agian darI Statuta' 
Mahkamah, maka Bab XVI ini harus didekatkan dengan Bab XV tentang Mahkamah 
Pidana Internasional. 

Sebenarnya masih ada lagi satu bagian yang perlu dikemukakan secara 
tersendiri yakni tentang peranan organisasi-organisasi internasional publik (inter 
governmental organisations) -selain daripada badan-badan peradilan pidana 
internasional seperti telah dikemukakan dalam Bab XIII, XlV, dan XV- baik dalam 
pembentukan instrumen-instrumen hukum pidana internasional, ataupun 
pengimplementasiannya pada tataran internasional. Organisasi-organisasi 
internasional tersebut adalah organisasi-organisasi internasional dalam kerangka 
PBB seperti organ-organ utamanya yakni, Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan 
Dewan Ekonomi dan So sial. Ketiga organ utama ini dalam batas-batas tugas dan 
wewenangnya masing-masing telah banyak mengeluarkan resolusi-resolusi yang 
substansinya berkenaan dengan bidang hukum pidana internasional. Demikian 
juga organ-organ khusus ataupun subsider PBB seperti UNESCO, ILO, ICAO, 
IMO, UNHCR, dan lain-lain yang dalam bidang tugas dan wewenangnya masing
masing juga telah mengeluarkan instrumen-instrumen hukum internasional berupa 
konvensi yang di dalamnya terkandung penegasan mengenai kejahatan internasional 
yang berkaitan dengan bidangnya itu. 

Sebuah organisasi internasional global yang lain yang tidak boleh diabaikan 
peranannya adalah International Criminal Police Organisation (ICPO/INTERPOL) 
sebagai organisasi kepolisian nasional negara-negara di dunia. Dalam skala regional 
ada EUROPOL di kawasan benua Eropah, di kawasan Asia Tenggara dalam 
kerangka ASEAN ada ASEANAPOL. Kedua organisasi yang belakangan ini 
merupakan organisasi kepolisian yang sifatnya regional. Sebagai organisasi 
kepolisian, tentulah peranannya lebih tampak dalam bidang pengimplementasian 
dari kaidah-kaidah hukum pidana internasional terutama yang merupakan hukum 
pidana internasional dalam arti formal-prosedural. 

Dalam skala regional , tentulah tidak bisa diabaikan peranan Uni Eropah yang 
telah banyak mengeluarkan instrumen-instrumen hukum pidana internasional yang 
diberlakukan dan diimplemetasikan di kawasan Eropah terhadap negara-negara 
anggotanya. Demikian pula Organisation of American States sebagai organisasi 
internasional regional di kawasan benua Amerika. ASEAN di Asia Tenggara juga 
sudah mulai mengeluarkan instrumen-instrumen hukum internasional regional yang 
berkenaan dengan kejahatan int~rnasional. 

Namun karena keterbatasan bahan-bahan maupun keterbatasan waktu, 
peranan organisasi~organisasi internasional ini belum dapat dipaparkan dalam 
buku ini. Semoga pada edisi yang akan datang, organisasi-organisasi internasional 
itu sudah dapat ditampilkan sebagai Bagian tersendiri dalam buku ini. 
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'idana internasional BAB 1 

PENGERTIAN, RUANG LINGKUp, 
DAN SUBSTANSI 

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL 

1.1 PENDAHULUAN 

Istilah huleum pidana internasional (international criminal law) merupakan 
istilah yang relatif baru bagi sebagian para ahli hukum di Indonesia. Hal ini 
disebabkan karena dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia, terutama 
pad a masa kurikulum sistem lama (non-SKS), tidak pernah ada mata-kuliah yang 
bernama huleum pidana internasional. Yang ada hanyalah mata-kuliah huleum 
pidana sebagai pengantar dengan nama-nama seperti, asas-asas huleum pidana, 
dasar-dasar huleum pidana, hulcum pidana I, huleum pidana II, serta mata-kuliah 
mata-kuliah yang merupakan bag ian pengkhususan dari hukum pidana tersebut, 
seperti, huleum pidana adat, huleum pidana e/conomi, lindale pidana Icorupsi, 
lindale pidana leorporasi, dan lain-lain mata kuliah yang serum pun. 

Demikian pula dalam bidang hukum internasional, hanya ada mata-kuliah 
pengantar hulcum internasional, asas-asas huleum internasional, atau huleum 
internasional saja (tanpa ada sebutan awal, seperti, penganlar atau asas-asas) 
dan cabang-cabang dari hukum internasional itu sendiri, seperti huleum organisasi 
internasional, huleum perjanjian internasional, huleum humaniter internasional, 
hulcum eleonomi internasional, huleum angleasa, hulcum laut, dan lain sebagainya. 
Demikian juga dalam praktek sehari-hari dalam dunia hukum, hampir tidak pernah 
terdengar nama huleum pidana internasional. Yang lebih sering terdengar adalah 
istilah Icfjahatan atau lindalepidana internasional, leejahatan atau tindalepidana 
transnasional, leejahatan atau tinda/c pidana nasional yang berdimensi 
internasiona[l). Istilah-istilah inipun bagi sebagian orang hanya dikenal namanya 
saja, tanpa dipahami substansinya. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan 
sehari-hari, mereka yang bergerak dalam bidang praktek penegakan hukum 
seringkali berhadapan dengan kejahatan semacam ini, tanpa disertai dengan 

1). Dalam buku ini seJanjutnya digunakan istilah "kejahatan" (internasional), bukan istilah "tindak 
p~dana" (internasional) sebab kejahatan itu lebih luas cakupannya daripada tindak pidana, yakni, 
dlsamping kejahatan yang sudah ditetapkan sebagai tindak pi dana juga meliputi kejahatan yang 
~elumditetapkan sebagai tindak pidana daJam hukum pidana nasional negara-negara. Di samping 
ltU, istilah "kejahatan" dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah "crime" dalam 
bahasa Inggris. Akan tetapi disana-sini kedua istilah itu juga akan digunakan secara silih berganti 
iltaup~~, di~unakan sebagai padanan yang ditulis dengan menggunakan kata penghubung "atau" 
sepertl keJahatan atau tindak pidana" (internasional). 
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pemahaman yang jelas tentang pengertian, substansi, dan ruang lingkup dari 
masing-masing istilah tersebut. " • 

Barulah belakangan ini di kalangan para ahli hukum di Indonesia diperkenalkan 
istilah hukum pidana internasional ini oleh mereka yang menaruh minat dan 
perhatian untuk mendalaminya, meskipun di kalangan para ahli hukum di negara
negara maju, istilah hulcum pidana internasional (international criminal law) 
jauh sebelumnya sudah dikenalluas. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, 
Kanada, dan negara-negara di benua Eropah, tentang hulcum pidana internasional 
(international crim ina l law) ini bukanlah merupakan bidar<g atau cabang hukum 
yang asing bagi para ahli hukumnya. Sesuai dengan pelbagai macam nama 
kejahatan yang menjadi obyeknya, seperti telah dikemukakan di atas, istilah yang 
digunakan untuk hukum pidana internasional inipun juga ada beberapa macam. 
Selain istilah hukum pidana internasional, ada pula yang menggunakan istilah . 
hulcum pidana transnasional, dan hukum pidana nasional yang berdimensi 
internasional. Istilah-istilah inipun digunakan sesuai dengan persepsi dari masing
masing orang yang bersangkutan tentang obyeknya, yakni, kejahatan atau tindak 
pidana tersebut. 

Oleh karena itu tidaklah mengherankan, jika istilah-istilah tersebut digunakan 
tanpa disertai dengan pemahaman tentang substansi dan ruang lingkupnya masing
masing. Namun di antara beberapa istilah itu, yang paling banyak digunakan di 
kalangan para ahli hukum adalah istilah hukum pidana internasional. Dalam 
hubungan ini akan dicoba untuk ditelaah secara lebih mendalam tentang 
pengertian, substansi, dan ruang lingkup dari hulcum pidana internasional itu 
sendiri. Sudah tentu penelaahan inipun masih mengandung kekurangan atau 
kelemahan yang masih terbuka untuk diperdebatkan . 

1.2 PENGERTIAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL 

Mendefinisikan suatu obyek, termasuk hukum dan pelbagai cabang serta sub
cabangnya merupakan pekerjaan yang gampang-gampang sukar. Dikatakan 
gampang karena obyek itu sendiri demikian mudah untuk dikenali meskipun hanya 
pada sisi luarnya saja. Dikatakan sukar, sebab substansi dari obyek yang 
didefinisikan seringkali sukar untuk dipahami, atau pemahaman atas obyeknya 
itu seringkali tidak utuh dan bulat, tetapi dipahami hanya sebagian-sebagian saja. 
Oleh karena itu dapat dimengerti, bahwa definisi dari para sarjana tentang suatu 
obyek bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Namun karena adanya 
kebutuhan untuk mendefinisikannya, mau tidak mau pendefinisian itu harus 
dilakukan, terlepas dari kekurangan atau ketidak-sempurnaannya. 

Demikian pula halnya dengan pendefinisian hukum pidana internasional itu 
sendiri, bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan . Dalam rangka untuk 
mengerti dan memahami hukum pidana internasional, mau tidak mau pendefinisian 
harus dilakukan. Dalam hal ini, berlaku suatu adagium, bahwa adanya suatu 
definisi dari obyek yang akan dipelajari betapapun tidak sempurnanya, masih 
lebih baik daripada tidak ada definisi sama sekali. 

Secara ringkas, hukum pidana internasional dapat didefinisikan sebagai berikut: 

Hulcum pidana internasional adalah selcumpulan Icaidah-kaidah dan asas
asas hulcumyang mengatur tentang Ic~ahatan internasional. 
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Definisi ini tentulah sangat sing kat dan umum sekali sehingga belum 
menggambarkan tentang apa sebenarnya hukum pidana internasional itu. Meskipun 
definisi ini masih amat singkat dan umum, namun sudah'menggambarkan secara 
singkat tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana, internasional. Ada 
dua hal yang secara eksplisit dapat ditemukan dari definisiini. Pertama, hukum 
pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas 
hukum. Kedua, obyek yang diaturnya adalah tentang kejahatan atau tindak pidana 
internasional. 

Di samping dua hal yang eksplisit, masih ada lagi hal yang secara implisit 
terkandung di dalamnya yang pad a umumnya merupakan hal yang sudah biasa 
di dalam dunia ilmu hukum, tetapi tidak dimunculkan di dalamnya, yakni, tentang 
subyek-subyek hukumnya dan tujuannya. Tegasnya, siapakah yang merupakan 
subyek dari hukum pidana internasional itu dan tujuan apa yang hendak dicapai 
atau diwujudkannya. 

Atas dasar itu maka dapatlah dirumuskan definisi yang lebih lengkap tentang 
hukum pidana internasional, sebagai berikut: 

Hukum pidana intemasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas
asas hukum yang mengatur ten tang ktjahatan intemasional yang dilakukan 
oleh subyek-subyek hukumnya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu . 

Berdasarkan definisi ini dapatJah ditarik adanya 4 unsur yang secara terpadu 
atau saling kait antara satu dengan lainnya, yaitu: 

1. Hukum pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah 
dan asas-asas hukum; 

2. Hal atau obyek yang diaturnya, yaitu kejahatan atau tindak pidana 
internasional; 

3. Subyek-subyek hukumnya, yaitu, pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan 
atau tindak pidana internasional; 

4. Tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh hukum pidana 
internasional itu sendiri. 

Akan tetapi dari keempat unsur tersebut, tampak masih belum jelas atau 
kabur tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana internasional. Definisi 
ini sama sekali belum menampakkan dengan jelas substansinya. Definisi ini baru 
menyentuh kulit luarnya saja. Untuk memperoleh kejelasan tentang hukum pidana 
internasional, dengan berdasarkan pada definisi ini, terIebih dahulu perlu dirumuskan 
beberapa pertanyaan atas masing-masing unsur tersebut untuk dapat diperoleh 
jawaban yang lebih jelas dan pasti, dan kemudian atas dasar itu maka hukum 
pidana internasional itu akan dapat lebih dikenali. 

Pert;;tma; Mengenai kaidah-kaidah dan asas-asas hukumnya dapat diajukan 
pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut: 

Apakah kaidah-kaidah dan asas-asas hukumnya itu merupakan kaidah
kaidah dan asas-asas hukum yang berdiri sendiri, yang terpisah dan 
berbeda dengan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum dari bidang atau 
cabang-cabang hukum lainnya? 

b. Pertanyaan pada butir a ini, erat kaitannya dengan eksistensi dari hukum 
pidana internasional itu sendiri, yakni, apakah hukum pidana internasional 
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itu merupakan bidang atau cabang hukum yang sudah mandiri atau berdiri 
sendiri, ataukah hanya sekadar sebagai gabun9,an atau kumpulan saja 
dari bidang-bidang hukum lainnya? 

c. Masih terkait dengan butir a dar) b di atas, apakah hukum pidana 
internasional itu merupakan bag ian atau cabang dari hukum internasional 
ataukah cabang dari hukum pidana nasional negara-negara, yaitu, hukum 
pidana nasional yang diberlakukan ke luar batas-batas wilayah negara
negara? 

d. Pertanyaan selanjutnya berkenaan dengan sanksi pidananya serta organ
organ pengimplementasiannya. Adakah organ-orgf\n pengimplementasian 
nya merupakan organ yang berdiri sendiri, terJepas dari organ-organ 
internasional maupun nasional negara-negara? 

e. Mengenai sanksi-sanksi pidananya, bagaimanakah macam dan 
bentuknya? Apakah sama ataukah berbeda dengan sanksi-sanksi yang . 
dikenal di dalam hukum pidana nasional negara-negara? 

f. Masih terkait dengan pengimplementasiannya, dimanakah dan oleh 
siapakah hukum pidana internasional beserta dengan sanksi-sanksi pidana 
itu diterapkan terhadap pihak-pihakyang melanggar kaidah-kaidah hukum 
pidana internasional itu? Apakah oleh negara, organisasi internasional, 
atau oleh siapa? Adakah penjara atau lembaga pemasyarakatan yang 
tersendiri bagi para terhukum dalam menjalani hukumannya? Apakah 
para terhukum menjalani hukumannya di lembaga-pemasyarakatan dari 
negara atau negara-negara yang memiliki yurisdiksi atas kasusnya? 

g. Dan lain sebagainya. 

Kedua; Mengenai kejahatan yang diaturnya, dapat diajukan beberapa pertanyaan, 
antara lain: 

a. Apakah yang dimaksud dengan kejahatan internasional itu? 
b. Apakah sama dengan kejahatan nasional, jelasnya, kejahatan dalam ruang 

lingkup hukum pidana nasional negara-negara? 
c. Masih terkait dengan butir a dan b di atas, kalau sama, mengapa tidak 

disatukan saja pengaturannya, tegasnya, cukup diatur di dalam hukum 
pidana nasional negara-negara? Kalau berbeda, apa saja perbedaannya? 

d. Apa saja ciri-ciri dari kejahatan internasional itu, terutama untuk dapat 
dibedakan dengan kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana nasional 
negara-negara? 

e. Apa saja jenis atau macam sanksi pidananya? Apakah sama ataukah 
berbeda dengan sanksi pidana dari hukum pidana nasional negara-negara? 

f. Dan lain sebagainya. 

Ketiga; Berkenaan dengan pelaku atau subyek hukum dari hukum pidana 
internasional, demikian juga korbannya, dapat diajukan beberapa pertanyaan, antara 
lain: 

a. Siapa saja yang dapat menjadi pelaku atau subyek dari hukum pidana 
internasional? Dengan kata lain, siapa saja yang dapat menjadi pelaku 
dari kejahatan internasional? 

b. Apakah subyek hukum pidana internasional sama dengan subyek hukum 
internasional pada umumnya? Ataukah sama dengan subyek-subyek dari 
hukum pidana nasional negara-negara? 
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c. Kalau sama, mengapa masih perlu ada hukum pidana internasional? 
Bukankah hukum internasional ataupun hukum pidana nasional negara
negara saja yang diterapkan langsung terhadap' si pelaku kejahatan atau 
tindak pidana internasional itu? 

d. Kalaupun berbeda, apa saja perbedaan antara subyek-subyek hukum dari 
hukum pidana internasional itu pad a satu pihak dengan subyek-subyek 
hukum internasional maupun subyek-subyek hukum pidana nasional 
negara-negara pada lain pihak? 

e. Dan lain-lain. 

Keempat; Berkenaan dengan tujuan dari hukum pi dana internasional, pertanyaan 
yang dapat diajukan, antara lain: 

a. Apa saja tujuan dari hukum pi dana internasional itu? 
b. Apakah sam a ataukah berbeda dengan tujuan hukum pada umumnya? 
c. Apakah sam a atau berbeda dengan tujuan dari hukum internasional 

maupun tujuan dari hukum pidana nasional negara-negara? 
d. Kalaupun tujuannya sama, mengapa masih perlu ada hukum pidana 

internasional. Apabila tujuannya berbeda, apa saja perbedaannya? 
e. Dan lain-lainnya. 

Dari pelbagai macam pertanyaan tersebut di atas tampak, bahwa apa yang 
dinamakan hukum pidana internasional itu masih menyimpan pelbagai masalah 
yang masih perlu diuraikan dan dibahas secara lebih mendalam. Namun demikian, 
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas tidak akan dikemukakan secara 
langsung disini, melainkan akan muncul dalam pembahasan-pembahasan 
selanjutnya. 

1.3 PERISTILAHAN 

Pada bagian PENDAHULUAN (1.1) di atas sudah dikemukakan beberapa 
istilah yang berkaitan dengan hukum pidana internasional dan kejahatan atau 
tindak pidana internasional. Pada dasarnya, istilah-istilah itu memang mengandung 
perbedaan makna, meskipun perbedaannya tidaklah begitu prinsip, sebab antma 
satu dengan yang lainnya masih ada kaitannya sehingga sukar untuk dibedakan. 
Dalam bagian ini akan dibahas masing-masing istilah tersebut, dengan maksud 
supaya ada kejelasan antara satu dengan lainnya, meskipun tidaklah mudah untuk 
dilakukan sehingga masih tetap dapat diperdebatkan. 

1.3.1 Istilah Hukum Pidana Internasional dan Kejahatan Internasional 

Istilah hukum pidana internasional itusendiri sudah menunjukkan adanya 
sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang 
kejahatan internasional. Istilah ini menunjukkan, bahwa kaidah-kaidah dan asas
a~as hukum tersebut benar-benar internasional, jadi bukan nasional atau domestik. 

,1pakah memang ada kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang benar
benar internasional? Jawabannya adalah, memang ada, yakni, kaidah-kaidah dan 

,?saS7asas hukum yang dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian-perjanjian 
. lI1ternasional yang substansinya (baik langsung ataupun tidak langsung) mengatur 

kejahatan internasional. Sebagai contohnya, Konvensi tentang Genosida 
Convention) 1948, Konvensi tentang Apartheid 1973, konvensi-konvensi 




